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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini membahas tentang rahasia bank yang diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan yang kemudian telah diubah ke dalam Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perbankan yang

mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah

Penyimpan dan Simpanannya, namun UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan bahwa

pihak bank harus melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi yang mencurigakan terhadap

nasabahnya, hal ini untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang (money laundering). Karena ada undang-

undang lain yang mengatur mengenai kerahasian bank diluar UU Perbankan itu sendiri maka timbulah

pokok permasalahan mengenai sinkronisasi UU Perbankan dengan UU TPPU dan seberapa jauh

perlindungan nasabah bank tetap teijaga.

 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas maka penulis melakukan analisis kedua undang-undang

tersebut diatas dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan

data sekunder yang ada yakni membandingkan, mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya

kaidah hukum positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada dalam peraturan perudang-

undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan terhadap sinkronisasi antara UU Perbankan dengan

UU TPPU.

 

Setelah melakukan studi pustaka tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa rahasia bank hanya berlaku

bagi Nasabah Penyimpan dan simpananya serta pengecualiannya terutama yang berkaitan dengan

kepentingan umum/negara serta kepentingan bank dalam hal penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa

antara bank dengan nasabahnya tetapi belum termasuk pihak PPATK. Penulis berpendapat bahwa UU

Perbankan perlu dilakukan revisi agar sinkron dengan undang-undang atau peraturan lainnya terutama UU

TPPU.

<hr><i><b>ABSTRACT</b><br>

The Thesis is regarding the banking secrecy as stipulated in Law No.7 Year 1992 on Banking which was

further amended to become Law No.10/1998 on Banking interpreted banking secrecy as all things relating to

the information about Creditor and their Saving or Deposits. With regard to banking secrecy, the

nonsynchronization between Banking Law and Anti Money Laundering Law (UU TPPU) is existing

because of Banking Law requires the bank to maintain the secrecy o f its customer, while Anti Money

Laundering Law (UU TPPU) requires that the bank shall make report to PPATK when there is a suspicious

transaction. Since there are other law regarding to the banking secrecy other than the Banking Law, then,

there are issues of synchronization of the banking law and Anti Money Laundering Law, and how far the

customer information secret will be kept.
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Based on the above matters, the writer performed an analysis of the both laws by using nominative juridical,

which including law research and using secondary available data by comparing, studying and examining the

law principal, majoring in positive laws axiom that could be taken from literature of the law and other

regulations that had relations to the synchronization of the Banking Laws and Anti Money Laundering Law.

 

After the literacy study, the writer has concluded that the bank secrecy is only applied for customer who

have deposits and its respective deposits, and with some exception, principally, in relation to the public or

the State or the bank?s interest, to solving problem between the bank and the customer, but excluded

PPATK. Finally, the writer concluded that the Banking Law should be revised in order to synchronize

between the laws and other regulations, such Anti Money Laudering Law.</i>


